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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan unit kerja yang bertugas
untuk melaksanakan penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang
keselamatan dan keamanan transportasi memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan
analisi kebijakan transportasi dibidang keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan
fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan
langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi
potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran kegiatan yang menggambarkan hal yang
ingin dicapai dalam setiap perencanaannya. Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan
adanya tumpang tindih pelaksanaan analisis dengan subsektor di lingkungan Kementerian
Perhubungan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam
penyelenggaraan analisis. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Perhubungan
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada
Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring
dimana informasi hasil Analisi yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan
membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak
pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui
hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Kebijakan
Perhubungan dan Unit Eselon 2 di Lingkungan Badan Kebijakan Perhubungan dengan para
penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan
Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah serta
stakeholder terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
Keselamatan dan Keamanan Transportasi, yang secara akumulatif akan memberikan hasil

optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi secara

keseluruhan ditunjukkan melalui nilai rata-rata capaian kinerja per kegiatan, dengan nilai

capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 133,03%. Selama tahun anggaran 2024 besarnya

nilai capaian kinerja dapat tercapai dengan tingkat capaian perkegiatan, sebagai berikut:

a. Indikator kinerja kegiatan 1 (IKK 1), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi nilai capaian kinerja sebesar 111,11%;

b. Indikator kinerja kegiatan 2 (IKK 2), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi (t-2) nilai capaian kinerja sebesar 128,21%;

c. Indikator kinerja kegiatan 3 (IKK 3), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan

Rumusan NSPK nilai capaian kinerja sebesar 88,89%.



d. Indikator kinerja kegiatan 4 (IKK 4), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Rumusan NSPK (t-2) belum ada nilai capaian kinerja.Indikator kinerja kegiatan 1 (IKK 1),
Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi nilai capaian
kinerja sebesar 58,82%;

e. Indikator kinerja kegiatan 6 (IKK 6), Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi dengan capaian
level 3;

f. Indikator kinerja kegiatan 7 (IKK 7), Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi
dengan capaian kinerja sebesar 117,65%;

g. Indikator kinerja kegiatan 8 (IKK 8), Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan
Transportasi dengan capaian kinerja sebesar 70,20%;

h. Indikator kinerja kegiatan 9 (IKK 9), Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi dengan
capaian nilai 97,70;

i. Indikator kinerja kegiatan 10 (IKK 10), Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan
Transportasi dengan capaian kinerja sebesar 129,87%;

j-  Indikator kinerja kegiatan 11 (IKK 11), Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan
BKT dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,74%;

k. Indikator kinerja kegiatan 12 (IKK 12), Indeks Penyelenggaraan Perkantoran (IKK 12)
dengan capaian kinerja 108,73%.

Anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2024 adalah sebesar
Rp21.612.562.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua belasjuta limaratus enam puluh dua
ribu rupiah rupiah) dengan realisasi sebesar Rp19.845.535.403,00 atau terealisasi sebesar

99.78%.

ii



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan
"Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi Tahun 2024" dapat diselesaikan.
Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian Kkinerja
suatu organisasi melalui upaya - upaya strategis dan
operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan
tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.
Akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan
atau sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi.
Penilaian  akuntabilitas kinerja  Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi dilakukan
melalui pengukuran terhadap capaian kinerja setiap
kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu
dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan
rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Pengukuran kinerja Pusjak Keselamatan dan
Keamanan Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja
diawali dengan identifikasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja. Pemantauan capaian Kinerja dilakukan secara kontinu tiap bulan
melalui monitoring rencana aksi atas perjanjian kinerja, triwulan melalui laporan kinerja
triwulan maupun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKIP) tahunan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus menjadi acuan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi serta sebagai pedoman dalam mengambil langkah - Iangkah kebijakan pada tahun
mendatang.

Kami mengapresiasi seluruh pihak baik internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan
yang telah berkontribusi dan bekerjasama dalam pencapaian kinerja Pusjak Keselamatan dan
Keamanan Transportasi. Kami berharap agar di masa yang akan datang kerjasama ini dapat
dilanjutkan dengan baik dan kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan agar
kemanfaatan hasil kegiatan Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi dapat dirasakan
oleh seluruh stakeholder terkait dan masyarakat

Jakarta, Januari 2024

KEPALA
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN
DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

(R CERN

JUMBRDI, S.T% M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903061998031002
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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari Eselon Il keatas harus
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain itu, dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi mengacu pada Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM.85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan salahsatu bagian
dari Badan Kebijakan Transportasi yang melaksanakan kegiatan analisis dan penyusunan
rekomendasi kebijakan dibidang keselamatan dan keamanan transportasi. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia telah dilakukan melalui pengembangan tenaga fungsional
seperti analis kebijakan serta memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti
pendidikan formal/kursus. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM tersebut, telah
dilakukan serangkaian kegiatan penunjang antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion
(FGD), mengikuti diklat/bimbingan teknis dan kegiatan mengikuti kegiatan seminar
nasional maupun internasional, dan beberapa Kkegiatan penunjang lainnya untuk
mendukung pengembangan dan publikasi hasil-hasil analisis kebijakan.

Permasalahan dibidang transportasi sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Dalam
upaya mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat sasaran, kegiatan
analisa kebijakan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi didasarkan

pada isu-isu kegiatan sektor transportasi terkini. Secara lebih khusus pelaksanaan kegiatan



analisis kebijakan mengacu pada arahan direktif Presiden, penugasan Menteri
Perhubungan, usulan subsektor, stakeldor dan usulan Pemerintah Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk
dapat melihat seberapa besar manfaat atau hasil yang dicapai Pusat Kebijakan Keselamatan
dan Keamanan Transportasi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja dalam
memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan dibidang keselamatan dan keamanan
transportasi. Laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran
yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan.
TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang telah direvisi menjadi PM
17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi adalah melaksanakan
penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang keselamatan dan
keamanan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kebijakan Keselamatan dan

Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan
pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan
transportasi;

2. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang
keselamatan dan keamanan transportasi;

3. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar,
prosedur, kriteria di bidang keselamatan dan keamanan transportasi;

4, Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang
keselamatan dan keamanan transportasi;

5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijaan di bidang keselamatan
dan keamanan transportasi;

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
analisis, serta pemberian rekomendasi kebijkaan di bidang keselamatan dan
keamanan transportasi;

7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi pusat.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta Keputusan Kepala Badan Kebijakan
Transportasi Nomor: KP-BKT 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP.BKT 28 Tahun 2023 Tentang Penunjukan
Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, maka struktur organisasi

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagaimana pada gambar 1.1..

Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Kemanan Transportasi

Jumardi, S.T.M.T.

Ketua Tim Kerja Tata Usaha

yuveline Aurora Claudia Sitompul, S.IP,MAB

/2

”
e

Kepala Bidang Kebijakan Keselamatan Transportasi Kepala Bidang Kebijakan Keamanan Transportasi

Akhmad Rizal Arifudin, S.Si,M.T Dr. Eny Yuliawati.,S.E.M.T.

] va
& © B
Ketua Tim Rencana dan Program Ketua Kerja Perumusan Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan [l Ketua Tim Manajemen Pengetahuan

Apri Yuliani, S.E,M.Sc. Erna Mei Lestari, S.E,M.Ak  Harry Yanto Lumban Batu, S.Kom.M.Sc. Budi Dwi Hartanto, S.T,M.Sc

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Dari gambar tersebut terlihat bahwa struktur organisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi terdiri dari 1 (satu) jabatan setingkat eselon I, 2 (dua) jabatan

eselon 111, 5 (lima) ketua tim dan kelompok jabatan fungsional.



Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi terdiri atas:

1.

Bidang Keselamatan Transportasi

Bidang Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma,
standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang
keselamatan transportasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Keselamatan

Transportasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis

dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan transportasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan

di bidang keselamatan transportasi;

C. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma,

standar, prosedur, kriteria di bidang keselamatan transportasi;

d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang

keselamatan transportasi;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang

keselamatan transportasi; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang

keselamatan transportasi.

Bidang Keselamatan Transportasi terdiri dari Tim Kerja Rencana dan Program
Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Tim Kerja Perumusan
Kebiijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dan kelompok Jabatan

Fungsional.
Bidang Keamanan Transportasi

Bidang Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan Kkebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma,
standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang
keamanan transportasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Keamanan Transportasi
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis
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dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keamanan transportasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan
di bidang keamanan transportasi;

C. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma,
standar, prosedur, kriteria di bidang keamanan transportasi;

d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang
keamanan transportasi;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang

keamanan transportasi; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang

keamanan transportasi.

Bidang Keamanan Transportasi terdiri dari Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Tim Kerja Manajemen Pengolahan
Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dan kelompok Jabatan

Fungsional.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pada awal tahun 2024, pegawai Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebanyak
56 orang, pada bulan Oktober terdapat tambahan 1 orang CPNS(diperbantukan di
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi). Sehingga pada akhir bulan Desember tahun
2024 jumlah pegawai Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi menjadi 57 orang.
Komposisi pegawai terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (Analis
Kebijakan, Perencana, Statistisi, Pranata Komputer, dan Analis APBN), Jabatan Fungsional
Umum, PPPK, CPNS, dan PPNPN. Komposisi pegawai Pusjak Keselamatan dan Keamanan
Transportasi secara keseluruhan berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional dapat

dilihat pada gambar 1.2.
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Gambar 1. 2. Komposisi Pegawai Pusjak Keselamatan dan Keamanan Trasnportasi

Dilihat dari pendidikan, pegawai Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
(Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Non PNS) sebagian besar berpendidikan S1/D4 yaitu
sebanyak 23 orang (46%). Komposisi pegawai Pusat Kebijakan Keselamatan dan

Keamanan Transportasi tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.3. berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI

|SMA; 4;8% | $3;3; 6% |

S2;14:28%
S1/DIV; 23; 46%

Gambar 1. 3. Komposisi Pegawai Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai (Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Non PNS) Pusjak Keselamatan dan
Keamanan Transportasi berdasarkan golongan dapat terlihat bahwa sebagian besar pegawai
adalah golongan III yaitu sebanyak 34 orang, golongan IV sebanyak 7 orang dan golongan II

sebanyak 8 orang.



Golongan Pegawai Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi
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Gambar 1. 4. Komposisi PNS Pusjak Keselamatan dan Keamanan Berdasarkan Golongan

Berdasarkan jabatan fungsional analis kebijakan, sumber daya manusia (SDM) analis
kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi berjumlah 20 orang yang terdiri.
Secara lengkap, komposisi pejabat fungsional analis kebijakan bidang keselamatan dan

keamanan transportasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

UTAMA; 1; 5%
MADYA; 1 5%
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Gambar 1. 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
POTENS]I, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari
proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka
keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi
merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga
harus didukung dengan berbagai sumber daya, termasuk hasil analisis dan rekomendasi
kebijakan serta pengembangan yang berkualitas dan aplikatif. Pusat Kebijakan

Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai unit kerja yang bertugas memberikan
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analisis dan rekomendasi dibidang keselamatan dan keamanan transportasi tentunya

memiliki potensi, isu, dan permasalahan yang harus dipetakan guna dapat melakukan

optimasi peran Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

1.

Potensi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Penekanan pentingnya rekomendasi kebijakan transportasi berbasis pada hasil
analisis kebijakan merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan pencapaian
sasaran strategis dari meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan dan regulasi pada
penerapan prinsip-prinsip good governance yang telah menjadi salah satu pilar
kebijakan Kementerian Perhubungan. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan
sektor transportasi perlu didukung oleh hasil-hasil analisis kebijakan yang prosesnya
dilakukan pada tahap sebelumnya oleh para analis kebijakan Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi beserta segenap mitra strategisnya baik
internal maupun eksternal. Informasi hasil analisis kebijakan yang diolah melalui
proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan
kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan
sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan
tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di
Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan para penggunanya, mulai dari
Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian
Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, para Kepala Daerah, dan
stakeholder terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan
kebijakan bidang transportasi, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal
capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan
Transportasi sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan
penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang keselamatan dan
keamanan transportasi memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat rekomendasi
kebijakan keselamatan dan keamanan transportasi.

Terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi tools (alat bantu) dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi, Badan Kebijakan, Kementerian Perhubungan. Potensi tersebut
mencerminkan peluang-peluang pemanfaatan hasil analisis kebijakan dan kerjasama
yang dapat dilakukan untuk mendukung pemenuhan target kinerja layanan
transportasi secara keseluruhan. Catatan potensi yang terdapat pada setiap unit kerja
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dapat dikelompokkan

sebagaimana berikut:



Koordinator atau Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan yang

Kemanfaatannya Memiliki Nilai Strategis

Melalui posisi penugasan pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam menjalankan

program dan kegiatannya dapat berperan untuk memenubhi:

1) Kebutuhan organisasi Kementerian Perhubungan terhadap unit kerja yang
melaksanakan pengkajian kebijakan keselamatan dan keamanan
transportasi, mulai dari kerangka perencanaan hingga evaluasi atas
kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan.

2) Kebutuhan terhadap kajian sebagai base evidence untuk mendukung
rekomendasi Kkebijakan keselamatan dan keamanan transportasi yang
dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Direktorat Teknis di
lingkungan Kementerian Perhubungan serta stakeholder terkait.

3) Peluang Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai
acuan atau koordinator penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi
kebijakan transportasi sekaligus Agent of Change dalam formulasi kebijakan
bidang keselamatan dan keamanan transportasi.

Kecukupan Dukungan Potensi Sumber Daya untuk Menjalankan Kegiatan

Penelitian yang Bernilai Strategis

Pada pemetaan kekuatan internal, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan

Transportasi memiliki kecukupan dukungan potensi sumber daya untuk

menjalankan program-program dan kegiatan analisis dan penyusunan

rekomendasi kebijakan yang bernilai strategis, yakni:

1) Mempunyai jumlah SDM analis kebijakan sebanyak 20 orang terdiri dari 1
orang analis kebijakan ahli utama, 1 orang analis kebijakan ahli madya, 4
orang analis kebijakan ahli muda, dan 14 orang analis kebijakan ahli pertama.

2) Terdapat fasilitas penunjang, database transportasi, software perangkat
lunak berlisensi untuk mendukung analisis lanjut data-data, dan beberapa
instrumen pendukung operasional lainnya.

3) Memiliki kecukupan lokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja
barang dan modal, tunjangan kinerja analis kebijakan, dan dana operasional
untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, selain itu
masih adanya peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBN
seperti: kerjasama dengan lembaga tingkat daerah, lembaga swasta, lembaga

nasional, ataupun lembaga internasional.



Kekuatan potensi jejaring kerjasama mitra untuk menghasilkan kualitas
analisis dan rekomendasi kebijakan yang baik dan dapat dipercaya
Sebagai upaya revitalisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi sebagai Badan Kebijakan Transportasi di era Revolusi Industri 4.0,
diperlukan dukungan kerjasama dengan mitra strategis untuk menghasilkan
rekomendasi yang baik dan dapat dipercaya. Umpan balik dari mitra strategis
selama proses analisis kebijakan, tidak hanya memperkaya metode saja, namun
interaksi antar analis kebijakan akan memberikan budaya positif dalam proses
pengelolaan analisis kebijakan secara komprehensif. Kerjasama Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan beberapa stakeholder antara
lain dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga penelitian dimana bertujuan
untuk peningkatan kompetensi SDM khususnya para analis kebijakan melalui
sharing knowledge, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kolaborasi
manajemen pengelolaan sumber daya, serta keaktifan analis kebijakan dalam
forum kerjasama nasional dan internasional baik secara bilateral maupun
multilateral.
Mitra Dalam Pengembangan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
untuk Mendukung Penyediaan Layanan Transportasi
Kemudahan mobilitas transportasi akan makin meningkat ketika konektivitas
antara dua lokasi telah terbangun dengan baik. Konektivitas ini dapat terbangun
melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi (information and
communication technology) yang dewasa ini sudah diterapkan oleh industri
transportasi. Secara khusus penggunaan teknologi yang mampu menciptakan
konektivitas antara kendaraan dan kondisi riil jalan (sarana dan prasarana jalan)
disebut juga sistem transportasi cerdas (intelligent transportation system, ITS).
Sistem transportasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi
ketertiban dan kelancaran berlalulintas yang bertujuan untuk menghindari
pemborosan energi di sektor transportasi. Sinergi perencanaan pembangunan
infrastruktur transportasi dan perencanaan sistem transportasi nasional yang
tepat merupakan salah satu faktor pendukung industri dalam memenangkan
kompetisi di tingkat global.
1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada era
revolusi industri 4.0, perlu diantisipasi dengan cepat dan bijaksana, sehingga
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai lembaga

penyusun rekomendasi kebijakan transportasi dapat menjadi mitra utama

10



dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk mendukung penyediaan layanan transportasi.

2) Perkembangan mendorong adanya perubahan topik riset di bidang
keselamatan dan keamanan transportasi.

3) Potensi hilirisasi hasil pengkajian aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi bidang keselamatan dan keamanan transportasi kepada mitra

strategis sektor industri.

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan salah satu
bagian dari Badan Kebijakan Transportasi yang melaksanakan kegiatan analisis
dan rekomendasi kebijakan dibidang keselamatan dan keamanan transportasi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan melalui
pengembangan tenaga fungsional seperti analis kebijakan dan fungsional lainnya
dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan
formal/kursus baik di dalam maupun luar negeri. Sejalan dengan upaya
peningkatan kualitas SDM tersebut, telah dilakukan serangkaian kegiatan
penunjang antara lain pelaksanaan roundtable discussion, bimbingan teknis/diklat
dan kegiatan seminar atau webinar nasional maupun internasional, dan studi
banding luar negeri.

Isu-isu kegiatan sektor transportasi yang semakin meningkat, dinamis dan
kompleks pada lingkup global, nasional dan lokal membutuhkan kegiatan
penelitian dan analisis kebijakan yang tepat, cepat dan akurat serta manfaat.
Permasalahan dibidang transportasi sangat luas dan melibatkan banyak pihak.
Dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat
sasaran, kegiatan analisis kebijakan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi didasarkan pada isu-isu strategis kegiatan sektor transportasi
terkini. Beberapa isu strategis yang masih dihadapi saat ini sangat beragam
sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk
menyelesaikannya. Kendati demikian, Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan

transportasi yang ada.

Isu Strategis Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari

proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka

keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu

aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung
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dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan
teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Selain penekanan pada aksesibilitas dan
konektivitas antar wilayah, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas transportasi secara berkelanjutan pada aspek keselamatan dan
keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Ketiga aspek diatas akan
menjadi perhatian penting pada rencana kerja Kementerian Perhubungan untuk
memberikan dukungan kelancaran proses distribusi orang dan barang. Sementara itu,
proses transformasi ekonomi perlu segera dimulai pada tahun 2020-2024 untuk
memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.
Kegiatan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang
dilaksanakan pada tahun 2024 meliputi:
a. Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung Over Dimension dan Over
Load Angkutan Jalan;
b. Rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan Kompetensi Pengemudi
Angkutan Umum;
c. Rekomendasi kebijakan dalam rangka pemenuhan Aspek Keselamatan Sungai
di Indonesia;
d. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan penanganan Fatigue Management Pada
Pilot;
e. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Journey Risk Management;
f. Penyusunan Rekoemdasi Kebijakan Regulasi dan Tata Kelola Perlintasan
Sebidang Jalan dengan Jalur Kereta Api;
g. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Peran KSOP dan DISNAV
Serta Implikasi Terhadap Keselamatan Pelayaran;
h. Penyusunan Rekomendasi Mitigasi Pencegahan Penyebaran Virus Cacar
Monyet (MPOX) Pada Sektor Transportasi Udara;
i. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Evaluasi dan Pilot Project Perlintasan
Sebidang;
j.  Rekomendasi Rumusan NSPK, yakni:
1) Evaluasi Sistem Pengawasan Sarana Perkeretaapian;
2) Evaluasi Peraturan Terkait Kondisi Darurat Di Kapal.
k. Analisis Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
1) Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Suku Cadang Pesawat Udara Untuk
Mempertahankan Tingkat Kehandalan Penerbangan;
2) Analisis Penataan Organisasi dan Sistem Pengelola State Safety Program
(SSP) Untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan Yang Efektif;
12



3) Integrasi Data Lalu Lintas Angkutan Jalan Untuuk Mendukung Program
RUNK;

4) Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan
Angkutan Umum Untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan;

5) Analisis Risiko Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur Kereta Api.

Permasalahan

Untuk memenuhi tuntutan pembangunan sektor transportasi yang mendukung

penyelenggaraan pembangunan yang inklusif diperlukan penyederhanaan dan

pengembanganregulasi dalam sektor perhubungan hingga dapat dihasilkan kebijakan
keselamatan dan keamanan transportasi yang bersifat holistik dan integratif.

Sementara disadari bahwa tantangan untuk pencapaian sasaran pembangunan sektor

perhubungan dan konektivitas transportasi sangat dibutuhkan kapasitas dan

kapabilitas analisis dan pengembangan kebijakan, baik untuk kepentingan yang
bersifat strategis-jangka panjang, taktikal-jangka menengah, maupun yang bersifat
operasional-jengka pendek.

Untuk itu dipandang perlu melakukan penguatan fungsi analisis dan pengembangan

kebijakan dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi, termasuk di dalamnya Pusat

Kebijakan Keselamaatan dan KeamananTransportasi yang setidaknya dapat berperan

sebagai berikut:

a. Sebagai technostructure (Mintzberg) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi, berperan sebagai internal-consultant, dan partner for success
dalam pengembangan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan
transportasi.

b. Sebagai government think-tank, dalam bentuk dukungan pengambilan keputusan
dengan rekomendasi yang dihasilkan melalui basis riset (research-based) maupun
basis kondisi faktual (evidence-based).

c. Perluasan spektrum pengembangan kebijakan keselamatan dan keamanan
transportasi melalui kemitraan dan Kkolaborasi penta-helix (pemerintah,
pendidikan, bisnis, komunitas, dan media).

d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengembangan kebijakan untuk dapat
berperan sebagai “hub” jejaring kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pengembangan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan
transportasi.

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi senantiasa berupaya

melakukan analisis dan penyusunan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang

keselamatan dan keamanan transportasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat
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atas kualitas transportasi ditinjau dari aspek konektivitas antar wilayah, keselamatan
dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan
transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan
secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikannya. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ke depan. Permasalahan
dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi senantiasa berupaya

melakukan kajian untuk dapat menghasilkan rekomendasi Kkebijakan yang

mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi ditinjau dari aspek
keselamatan dan keamanan. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini
masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sudut
pandang untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Kebijakan

Keselamatan dan Keamanan Transportasi menghadapi beberapa permasalahan yang

menjadi tantangan ke depan. Permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Analisa Kebijakan Antar Sub Sektor Kurang Terkoordinasi
Sesuai dengan perannya, tugas Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi adalah melaksanakan penyiapan analisis dan penyusunan
rekomendasi kebijakan dibidang keselamatan dan keamanan transportasi. Namun,
pelaksanaan kegiatan analisa dan penyusunan kebijakan dilingkungan
Kementerian Perhubungan juga dilakukan oleh setiap Direktorat Jenderal dan
tidak ada koordinasi antar unit kerja sehingga kegiatan kajian seolah-olah berjalan
sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dan koordinator yang jelas sehingga
dimungkinkan adanya tumpang tindih.

b. Keterbatasan sumber daya untuk menjalankan kegiatan kajian isu strategis
Sumber daya manusia analis kebijakan di Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi saat ini masih terbatas. Terdapat analis kebijakan
sebanyak 20 orang terdiri dari 1 orang analis kebijakan ahli utama, 1 orang analis
kebijakan ahli madya, 5 orang analis kebijakan ahli muda, dan 13 orang analis
kebijakan pertama.

c. Adanya pemblokiran anggaran dari Kementerian Keuangan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Pusat Kebiajakan Keselamatan dan

Keamanan Transportasi Tahun 2023 dibagi menjadi 4 bab yaitu:
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi

organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja
berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses
penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja,
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang akan dilakukan;

2.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3.  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada);

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Capaian lainnya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian

kinerja.
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BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Lain-lain yang dianggap perlu

16



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan salah satu bagian
dari Badan Litbang Perhubungan yang saat ini telah bertransformasi menjadi Badan
Kebijakan Transportasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur
susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Trasportasi Tahun
2022-2024 yang telah ditetapkan melalui KP-BKT Nomor 109 Tahun 2022 pada tanggal 30
November 2022. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJM
Nasional 2020-2024) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap Keempat Tahun 2020-2024 dan Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020.

Dokumen Rencana Strategis menjadi pedoman dan komitmen perencanaan jangka
menengah dalam menjalankan kebijakan strategis serta menjadi landasan dan acuan
pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2020-2024. Rencana strategis dimaksud
selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan)
yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan

sejumlah indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang relevan.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan Misi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2022-2024
ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi serta
memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan
kondisi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang diharapkan pada

tahun 2022-2024.
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Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi sebagai berikut:

“Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang berupaya mewujudkan
kebijakan yang berkualitas di bidang keselamatan dan keamanan transportasi guna
mendukung terwujudnya visi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat
unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi
perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat, dan manfaat.”
Dukungan pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dan Badan Kebijakan Perhubungan
oleh Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dilakukan melalui
perannya sebagai penyusun kebijakan bidang transportasi melalui pelaksanaan kegiatan
analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Keselamatan dan Keamanan
Transportasi. Untuk mendukung tercapainya Visi Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi sebagai pusat kebijakan yang berkualitas di bidang keselamatan
dan keamanan transportasi, akan diupayakan melalui pelaksanaan sejumlah Misi Pusat

Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan
transportasi secara holistik, integratif, tematik, spasial (HITS);

2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan
transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti
dan ilmu pengetahuan (evidence and knowledge based policy);

3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan
penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan
transportasi;

4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang
keselamatan dan keamanan transportasi;

5. Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan
dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola
yang efektif dan efisien.

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024, maka

selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program (SP) Badan Kebijakan Transportasi

pada tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Visi Badan Kebijakan Transportasi, maka

Tujuan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan
kebijakan transportasi.

2. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas

tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.
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Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Kebijakan
Transportasi tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan
indikator output Badan Kebijakan Transportasi. Indikator tersebut dijabarkan sebagai
berikut:
1. Meningkatnya indeks kualitas kebijakan (IKK) Kementerian Perhubungan.
2. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi BKT dalam perumusan kebijakan
transportasi.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam penyusunannya, Sasaran Program (SP) ini dirumuskan dari Sasaran Strategis (SS)
Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Transportasi serta
memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2022-2024.
Penjabarannya menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) dan cascading
yang menyelaraskan hubungan antara target kinerja Kementerian Perhubungan dengan
Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Transportasi beserta unit-unit organisasi di dalamnya.
Hasil cascading sesuai tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi, maka Sasaran
Strategis (SS) Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, yang dilaksanakan Badan
Kebijakan Transportasi adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi,
dan Hukum (SSp 4) serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (SSp
8). Kedua sasaran tersebut merupakan pendukung meningkatnya kinerja pelayanan
transportasi, meningkatnya konektivitas dan aksesabilitas transportasi serta
meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi yang menjadi core business dari
Kementerian Perhubungan.
Penjabaran cascading dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan ke dalam
Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) di Lingkungan Badan Kebijakan
Transportasi disampaikan pada peta strategi Gambar 2.1 yang menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard (BSC). Pada Stakeholders Perspective, yang memberikan mandat
utama untuk memberikan rekomendasi rumusan kebijakan dan NSPK kepada Badan
Kebijakan Transportasi utamanya adalah Kementerian Perhubungan, yang dicerminkan
melalui penempatan SSp4 dan SSp8 pada Stakeholders Perspective.
Selanjutnya, pada level customer perspective, diisi oleh Sasaran Program (SP) dari Badan
Kebijakan Transportasi yang mengupayakan menyediakan layanan bagi penggunanya
(dalam hal ini Kementerian Perhubungan) berupa dukungan dalam konteks kebijakan
pembangunan dan NSPK untuk seluruh kegiatan teknis pada Program Konektivitas
maupun dukungan terhadap pencapaian kinerja reformasi birokrasi pada kegiatan dalam

program Dukungan Manajemen.
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Gambar 2. 1. Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024

Adapun Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 yang berada

pada tataran customer perspective dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas
Kebijakan Transportasi, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

a. IKP 1:Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi.
b. IKP 2: Tingat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (tahun berjalan)
c. IKP 3: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (t-2)

2. Sasaran Program 2 (SP.2) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

a. IKP 4: Nilai Indeks RB Badan Kebijakan Transportasi

Dalam tataran internal process perspective berupa proses bisnis dalam perumusan

kebijakan yang umumnya dilaksanakan dilevel eselon Il sebagai turunan dari Sasaran

Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi dijabarkan dalam

beberapa Sasaran Kegiatan (SK) yang meliputi:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Pemanfaatan
Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan
Transportasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

a. IKK1: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi
(tahun berjalan).

b. IKK 2: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi
(t-2).
IKK 3 : Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan).

d. IKK4: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)
20



2. Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) yang akan dicapai adalah Optimalnya Koordinasi
Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif, dengan Indikator Kinerja Kegiatan
sebagai berikut:

a. IKK5:Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan.
Juga masih dalam tataran internal process perspecctive berupa bisnis proses administratif
yang dilaksanakan di level eselon Il sebagai pelaksanaan dari Sasaran Program 2 (SP.2)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dijabarkan dalam Sasaran
Kegiatan (SK) yang meliputi:

1. Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Birokrasi Badan

Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai

berikut:

a. IKK 6: Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.

b. IKK 7:Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi.

c. IKK 8:Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi.

d. IKKO9: Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi.

e. IKK 10 :Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi.

f. IKK 11 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan

Transportasi.

g. IKK 12 :Indeks Penyelenggaraan Perkantoran
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Gambar 2. 2. Peta Strategis Pusat Kebijakan Kesel;amatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2020-2024.
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TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran suatu

organisasi. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran

yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sedangkan target kinerja adalah besarnya
nilai/angka output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh organisasi pada satu

tahun tertentu (pasal 1 (6) PM 85 Tahun 2020).

Untuk lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam PM 85 Tahun

2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP dinyatakan bahwa hirarki sasaran dan indikator

kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pada level Kementerian Perhubungan nomenklatur hasil yang diharapkan adalah
Sasaran Strategis (SS) dengan alat ukur keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama
(IKU).

2. Padalevel Unit Eselon I (dalam hal ini termasuk Badan Kebijakan Transportasi (BKT))
nomenklatur hasil yang diharapkan adalah Sasaran Program (SP) dengan alat ukur
keberhasilan berupa Indikator Kinerja Program (IKP).

3. Pada level Unit Eselon II (dalam hal ini termasuk Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi nomenklatur hasil yang diharapkan adalah Sasaran Kegiatan
(SK) dengan alat ukur keberhasilan berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi untuk setiap Tahun pada

perioda 2022-2024 disampaikan pada Tabel 2.1 berikut ini. Target kinerja tersebut berupa

besaran- angka capaian keluaran (output) pada setiap tahun anggaran. Strategi pencapaian
kinerja untuk masing-masing IKK akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan
menjadi pokok muatan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kebijakan Keselamatan dan

Keamanan Transportasi pada setiap Tahun 2022, 2023, 2024.

Selanjutnya target kinerja di atas dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang

merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk

penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber

daya yang dimiliki untuk kegiatan selama satu tahun tersebut.
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Tabel 2. 1. Target dan Indikator Kinerja dalam Renstra Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun 2020-2024

SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK) METODE PERHITUNGAN SATUAN
(SP/SK) 2022 2023 2024
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diterima
IKK 1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder
Kebijakan Pembangunan Transportasi x100% % 80 85 90
tahun berijalan Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi
( j ) lah rek dasi kebijakan bidang
yang diselesaikan pada tahun berjalan
. IKK 2 P t P f Tinekat Jumlah rekomendasi kebijakan bidang yang dimanfaatkan
lS)l:manlfaatal\r/llenlngkatnya Kemanfaat:flisen 2:1ian eml?{r;kom(lerli%aasli oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder
s . x100% % 37 38 39
Rekomendasi BKT dalam ~Kebijakan Pembangunan Transportasi (t- Jumlah rekomendasi kebijakan yang diselesaikan
Perumusan Kebijakan| 2) pada (t- 2)
Transportasi IKK 3 Persentase Pemanfa Tingkat Jumlah realisasi NSPK yang dihasilkan pada tahun berjalan
Kemanfaatan atan Rekomendasi x100% % 80 85 90
Rumusan NSPK (tahun berjalan) Total keseluruhan target NSPK pada tahun berjalan
IKK 4 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Jumlah realisasi NSPK yang dimanfaatkan pada t-2
R NSPK (t-2 x100% % 30 32 32
umusan (t-2) Total keseluruhan target NSPK pada t-2
SK . 2 . Optimalnya IKK 5 Tingkat Kemanfaatan Perumusan L . .
Koordinasi  Perumusan Kebiiak T tasi Prosentase penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang % 100 100 100
Kebijakan Transportasi ebljaxan ransportasi Yang | efektif pada tahun berjalan. 0
. diselaraskan pada tahun berjalan
yang Efektif
IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Level 3 3 3
Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek
IKK 7 Indeks Perencanaan BKT Integrasi Perencanaan. Indeks 82 84 85
IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan BKT 60% Kinerja anggaran + 40% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Indeks 86,2 88,2 90,2
SK 3  Meningkatnya
Birokrasi BKT yang IKK9 Nilai SAKIP BKT Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Nilai 80 81 82
Akuntabel Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya
IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN BKT (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%) Indeks 75 76 77
IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Jumlah tindak lanjut perjanjian kerjasama
dan Kemit BKT x100% % 85 86 87
an Kemitraan Jumlah total kerjasama
;Iiljkangoian Indeks  Penyelenggaraan Indeks 72 73 74
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TARGET PK TOTAL REALISASI
NO KSEAS,IAAI\Q_I,_AAI\\IN INDIKATOR K(III\IKEISJA KEGIATAN TAHUN 2024 KEGIATAN CAPAIAN KINERJA
SATUAN | JUMLAH | TAHUNAN | VOLUME %

1 | Meningkatnya Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi 0 o
Pemanfaatan IKK 1 Kebijakan Pembangunan Transportasi & %0 14 14 123,46 111,11%
Rekomendasi Badan Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi
Kebijakan Transportasi | IKK 2 | Kebijakan Pembangunan Transportasi % 39 6 3 100 128,21%
dalam Perumusan (t-2)

Kebijakan Transportasi Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi
0, 0,
IKK3 Kebijakan Rumusan NSPK % 0 2 16 98,77 88,89%
Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi 0
IKK 4 Kebijakan Rumusan NSPK (t-2) % 32 0 NA NA NA
2 ggﬂ?ﬂ:%a K;:g?;‘(?r: Tingkat Kemanfaatan Perumusan
. | IKK 5 | Kebijakan Transportasi Yang % 100 7 7 100 100%
Transportasi Yang - .
! Diselaraskan Pada Tahun Berjalan
Efektif

3 g";d”;rr]'gkamya Kigagrkfr: IKK 6 | Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3 1 3 100 100%
Transportasi Yan i
Al 91 1Kk 7 ?r‘if]';;;teafi”ca”aa” Badan Kebijakan | ey s 85 3 100 117,65 | 117,65%

IKK 8 K‘gsi‘;;k;’ﬁ”?f;r?;;i?taﬁe“a”ga” Badan | deks 90,2 1 63.32 93,60 70,20%
IKK 9 _'F':;ﬂsporstaAs'i('P Badan  Kebijakan | ;5 81 8 79,14 97,70 97,70%
IKK Inde_lfs Pengelolaan _BMN Badan Indeks 77 1 200 200,00 129 87%
10 Kebijakan Transportasi
IKK Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan
11 Kemitraan Badan Kebijakan % 87 - 92,86 106,74 106,74%
Transportasi
”1<2K Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Indeks 74 1 80,46 108,73 108,73%

24




PERJANJIAN KINERJA

Target kinerja kegiatan Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun secara berjenjang. Adapun

penjabaran dari Peta Kegiatan Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi dituangkan

dalam indikator kinerja kegiatan dan targetnya. Penetapan kinerja pada awal tahun anggaran

mengikuti konsep Rencana Strategis Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi,

sebagaimana digambarkan pada tabel di bawabh ini:

Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi

SASARAN

PROGRAM /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK) SATUAN | TARGET
IKK 1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi
Kebijakan Pembangunan Transportasi % 90
ok (tahun berjalan)
lilgriaﬁ?arggi atnya IKK 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi
. e o
Rekomendasi BKT dalam g)ebljakan Pembangunan Transportasi (t % 39
iigﬁgn%iigslfebl] akan IKK 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi o 90
P Rumusan NSPK (tahun berjalan) ?
IKK 4 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi o 32
Rumusan NSPK (t-2) 0
SK 2 O.p tlmalnya IKK 5 Tingkat Kemanfaatan Perumusan
Koordinasi Perumusan . . .
y ) Kebijakan Transportasi yang diselaraskan % 100
Kebijakan Transportasi ada tahun berialan
yang Efektif P )
IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3
IKK 7 Indeks Perencanaan BKT Indeks 84
IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Indeks 90,2
SK 3 Meningkatnya IKK 9 Nilai SAKIP BKT Nilai 81
Birokrasi BKT yang IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN BKT Indeks 77
Akuntabel
IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama o 87
dan Kemitraan BKT 0
IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Indeks 74

Perkantoran

Telah dilakukan Satu kali revisi Perjanjian Kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan
Transportasi Tahun 2024. Revisi pertama pada bulan Juli 2024 dikarenakan adanya revisi
anggaran pada setiap kegiatan di Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya strategis
dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka
pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan atau
sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja Pusat Kebijakan
Keselamatan dan Keamanan Transportasi dilakukan melalui pengukuran terhadap capaian kinerja
setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dengan cara membandingkan
realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran
kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian keluaran. Pengukuran kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi
mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja diawali dengan identifikasi
capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Pemantauan capaian kinerja dilakukan secara kontinyu tiap bulan melalui monitoring rencana aksi
atas perjanjian Kkinerja, triwulan melalui laporan kinerja triwulan maupun laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah (LKIP) tahunan.

Selain itu, tahapan pengukuran kinerja saat ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis

web, yakni e-performance dengan alamat http://eperformance.dephub.go.id. Aplikasi ini disediakan

oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh
setiap unit kerja Eselon I, II, [II mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan
aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik
setiap bulannya. Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian target realisasi,
Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi menyusun Rencana Aksi terhadap Perjanjian
Kinerja yang telah ditetapkan perbulan. Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas
kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja yang dilengkapi dengan evaluasi dan
rencana tindak lanjut yang disusun setiap perbulan. Disamping itu, disusun juga laporan evaluasi
terhadap program kegiatan dan capaian kinerja serta anggaran yang diukur setiap triwulan sebagai
bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Monitoring capaian kinerja output kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh
Kementerian Keuangan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SMART) dengan
alamat http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) melalui aplikasi e-Monev PP 39 pada http://emonev.bappenas.go.id.
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A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan sasaran kegiatan Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi, maka

target dan realisasi kegiatan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

tahun 2024 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1. Target, Realiasi, dan Capain Kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan
Transportasi Tahun 2024

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK) | SATUAN TARGET | REALISASI | KINERJA
IKK 1 Tingkat Kemanfaatan
Rekomendasi Kebijakan . % 90 100 111,11%
SK1 Pembangunan Transportasi (tahun
Meningkatnya berjalan)
Pemanfaatan IKK 2 Tingkat Kemanfaatan
Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan % 39 100 128,21%
BKT dalam Pembangunan Transportasi (t-2)
Perumusan IKK 3 Tingkat Kemanfaatan
Kebijakan Rekomendasi Rumusan NSPK % 90 100 88,89%
Transportasi (tahun berjalan)
IKK 4 Tingkat Kemanfaatan o
Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2) % 32 NA NA
SK 2
Optimalnya .
R IKK 5 Tingkat Kemanfaatan
Koordinasi Perumusan Kebijakan
Perumusan Seonaka % 100 100 | 100%
. Transportasi yang diselaraskan
Kebijakan :
. pada tahun berjalan
Transportasi
yang Efektif
IKKI6 Tlngk:alt Maturitas SPIP Level 3 100 100,00%
Terintegrasi
IKK 7 Indeks Perencanaan BKT Indeks 85 100 117,65%
IKK 8 Indeks Pengelolaan o
SK 3. Keuangan BKT Indeks 90,2 100 70,20%
Meningkatnya |1y 9 Nilai SAKIP BKT Nilai 81 100 | 97,70%
Birokrasi BKT
yang IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN Indeks 77 100 129,87%
Akuntabel BKT
IKK 11 Kualitas Pelaksanaan o o
Kerjasama dan Kemitraan BKT & 87 100 106,74%
IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Indeks 74 100 108,73%
Perkantoran
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 105.94%

Tingkat capaian pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, dengan rata-rata tingkat

capaian kinerja sebesar 105,94% (seratus lima koma sembilan puluh dua persen).

27




Capaian untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta analisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif

solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengukuran dan capaian kinerja sasaran kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke-1 adalah Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi BKT dalam

Perumusan Kebijakan Transportasi. Pencapaian sasaran kegiatan kesatu diwujudkan

melalui 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

iy

2)

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi
(tahun berjalan) merupakan IKK 1. Pencapaian indikator kinerja kesatu berupa
rekomendasi kebijakan terkait program pembangunan sektor transportasi
berdasarkan kajian kontraktual/swakelola sesuai arah kebijakan, agenda
prioritas Kementerian yang tertuang dalam policy brief dan policy paper yang
diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Perhubungan kepada Menteri
Perhubungan, sub sektor, atau stakeholders terkait dalam bentuk nota dinas,
surat, maupun rancangan peraturan. Pencapaian indikator kinerja kegiatan
kesatu (IKK 1), dihitung dengan menggunakan perhitungan:

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan bidang
Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang diterima oleh
Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholders
---------------------------------------------------------------------------------------- x100%
Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi
yang dihasilkan pada tahun berjalan

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)
merupakan IKK 2. Indikator ini adalah sebagai quality control sekaligus sebagai
bahan evaluasi Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi terhadap
pemanfaatan tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang diusulkan.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dibatasi pada kajian yang telah dilaksanakan
dua tahun sebelumnya. Pencapaian indikator kinerja kedua berupa rekomendasi
kebijakan yang telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, sub sektor, atau
stakeholders sebagai referensi penyusunan suatu kebijakan bidang perhubungan
ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis bidang perhubungan
Transportasi pada periode waktu (t-2). Pencapaian indikator kinerja kegiatan
kedua (IKK 2), dihitung dengan menggunakan perhitungan:

Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi
yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, sub sektor
dan stakeholders pada (t-2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- x100%
Jumlah rekomendasi kebijakan tema Kebijakan sesuai Fokus dan Agenda Prioritas
Kementerian yang diajukan pada t-2
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3) Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan) merupakan

4)

(IKK3). Pencapaian indikator kinerja ketiga ini berupa masukan, usulan, atau
pendapat berdasarkan kajian kontraktual /swakelola di bidang transportasi yang
tertuang dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diajukan
oleh Kepala Badan Kebijakan Perhubungan kepada Menteri Perhubungan, sub
sektor, dan stakeholders terkait dalam bentuk nota dinas, surat, maupun
rancangan peraturan. Pencapaian indikator kinerja kegiatan ketiga dimaksudkan
realisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dihasilkan
dibandingkan dengan total keseluruhan target NSPK Pusat Kebijakan
Transportasi pada tahun berjalan diterima oleh Menteri Perhubungan, unit
eselon I lainnya, dan stakeholder lain sebagai dasar tindaklanjut melalui disposisi
Menteri Perhubungan atau pimpinan unit eselon I atau stakeholders lain kepada
unit kerja dibawahnya atau disetujui untuk ditindaklanjuti/diproses/ditetapkan
sesuai prosedur yang diberlakukan. Pencapaian indikator kinerja kegiatan ketiga

(IKK 3), dihitung dengan menggunakan perhitungan:

Jumlah realisasi NSPK yang dihasilkan pada tahun berjalan
---------------------------------------------------------------------------------------------- x100%
Total keseluruhan target NSPK Pusat Kebijakan Transportasi pada tahun berjalan

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2) merupakan IKK 4.
Indikator ini adalah sebagai quality control sekaligus sebagai bahan evaluasi
Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi terhadap pemanfaatan tindak
lanjut dari rekomendasi kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
yang diusulkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dibatasi pada kajian NSPK
yang telah dilaksanakan dua tahun sebelumnya. Pencapaian indikator kinerja
kedua berupa rekomendasi NSPK yang telah dimanfaatkan oleh Menteri
Perhubungan, sub sektor, atau stakeholders sebagai referensi penyusunan suatu
kebijakan bidang perhubungan ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan
teknis bidang perhubungan Transportasi pada periode waktu (t-2). Pencapaian
indikator kinerja kegiatan keempat (IKK 4), dihitung dengan menggunakan

perhitungan:

Jumlah realisasi NSPK yang dimanfaatkan pada t-2

Total keseluruhan target NSPK Pusat Kebijakan Transportasi pada t-2

29



Capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan 1 secara rinci dapat disajikan pada tabel
berikut ini:

Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamananan Transportasi
Berdasarkan Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2024

TOTAL REALISASI
SATUAN TARGET @ KEGIATAN KINERJA
TAHUNAN |VOLUME %

INDIKATOR KINERJA
(IKP/IKK)

IKK 1 Tingkat Kemanfaatan
Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi (tahun
berjalan)

% 85 14 14 123,46 | 111,11%

IKK 2 Tingkat Kemanfaatan
Rekomendasi Kebijakan % 38 6 3 100 128,21%
Pembangunan Transportasi (t-2)

IKK 3 Tingkat Kemanfaatan
Rekomendasi Rumusan NSPK % 85 2 1,6 98,77 88,89%
(tahun berjalan)

IKK 4 Tingkat Kemanfaatan

0,
Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2) % 32 0 0 NA NA

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan
Renstra, RKT, dan PK Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi menunjukkan
bahwa untuk sasaran kegiatan kesatu telah menunjukkan capaian yang cukup baik
dan beberapa kegiatan telah tercapai melebihi dari target yang diharapkan.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1) Persentase Pemanfaatan
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan) melebihi target
yang diharapkan yakni target 90% dari total kegiatan yang direncanakan sebanyak
lima rekomendasi kebijakan, seluruhnya atau 100% telah dilaksanakan perumusan
kebijakan. Hasil rekomendasi kebijakan berupa policy brief dan policy paper telah
diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Perhubungan kepada Menteri Perhubungan,
sub sektor, atau stakeholders terkait dalam bentuk nota dinas. Adapun lima
rekomendasi kebijakan tersebut antara lain:

1. Rekomendasi kebijakan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Suku Cadang Pesawat
Udara Untuk Mempertahankan Tingkat Keselamatan Penerbangan terkirim
kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat
No.UM.006/03/06/BKT /2024 9 Agustus 2024.

2. Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan State Safety Program
(SSP) untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional terkirim
kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat
No.UM.006/03/02/BKT/2024 12 Agustus 2024.

3. Rekomendasi Integrasi Data Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Mendukung
Program RUNK terkirim kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat No.
LT.106/01/01/BKT /2025 tanggal 13 Januari 2025.

4. Analisa Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongaan Pada Jalur Kereta
Api terkirim kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat Kepala Badan
Kebijakan Transportasi No : LT.106/01/13/BKT/2024.
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5. Rekomendasi kebijakan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
(SMK) Perusahaan Angkutan Umum untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan
Jalan terkirim kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat
No.UM.209/07/06/BKT /2024 2024.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2) Persentase Pemanfaatan
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2) melebihi target yang
diharapkan yakni target 39% dari 6 total kegiatan tahunan. Tiga dari enam telah
dilaksanakan monitoring kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan pada kajian dua
tahun sebelumnya (tahun 2022). Telah dilaksanakan pertemuan dengan subsektor
dan stake holder terkait yang menerima manfaat dari hasil rekomendasi kajian dari
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Adapun hasil
rekomendasi kebijakan yang dimonitoring antara lain:

1. Optimalisasi Angkutan Feeder (Studi Kasus LRT Palembang);
2. Seamless Connectivity dan Sustainability Kereta Cepat Jakarta Bandung;
3. Akselerasi Pembnagunan dan Pengoperasian Kereta Api Maksar-Parepare
melalui Sinergitas dan Konektivitas.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3) Persentase Pemanfaatan

Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan) belum mencapai target yang

diharapkan, target PK adalah 90% dari 2 rekomendasi terealisasi 88,89%.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4) Persentase Pemanfaatan
Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2) tidak terdapat nilai capaian kinerja (NA). Pada dua
tahun sebelumnya yakni tahun 2022 tidak terdapat rekomendasi rumusan NSPK
sehingga pada tahun ini untuk IKK 4 belum dapat dilaksanakan.

Pengukuran dan capaian kinerja sasaran kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke-2 adalah Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan
Transportasi Yang Efektif. Pencapaian sasaran kegiatan kedua diwujudkan melalui 1
(satu) indikator kinerja kegiatan ke-5 (IKK 5), yaitu Tingkat Kemanfaatan Perumusan
Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan. Pencapaian indikator
kinerja kelima tersebut berupa kegiatan perumusan kebijakan transportasi yang
terselenggarakan:

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Strategis dan Pemetaan Isu/Agenda Mapping di
enam lokasi, yakni: Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan;

3) Kegiatan Dukungan Harmonisasi Rancangan Kebijakan;

4) Kegiatan Pendampingan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi
kebijakan;

5) Kegiatan Peningkatan Kendali Mutu Analisa Kebijakan seperti:
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a)
b)

Bimbingan Teknis Software Excel di Jakarta pada tanggal 30-31 Januari 2024;
Bimbingan Teknis Software Canva di Jakarta pada tanggal 01-02 Februari
2024;

Kegiatan Workshop Audit Keselamatan di Jakarta pada tanggal 05 Februari
2024;

Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Srikandi di Surabaya pada tanggal 13 Juni
2024;

Koordinasi potensi Kkerjasama bimbingan teknis dengan akademisi
Penerbangan Indonesia;

Workshop Road Safety Strategy dan Pendatanganan MoU antara BKT dengan
Malaysia Institute of Road Safety Research di Jakarta pada tanggal 23-24
Oktober 2024.

6) Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2024 dari Aspek Keselamatan dan

Keamanan.

Secara rinci hasil capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan kedua disajikan

pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Berdasarkan Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (IKK)

TARGET JUMLAH REALISASI
KEGIATAN
TAHUNAN

(%)

SATUAN | JUMLAH VOLUME %

Tingkat Kemanfaatan
Perumusan Kebijakan
Transportasi Yang % 100 7 7 100% | 100%
Diselaraskan Pada
Tahun Berjalan

Pengukuran dan capaian sasaran kegiatan 3

Sasaran Kegiatan ke-3 adalah Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi

Yang Akuntabel. Pencapaian sasaran kegiatan kedua diwujudkan melalui 7 (tujuh)

indikator kinerja kegiatan, yaitu:

d. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
i 7

T oo

—n

Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi (IKK 6);

Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi (IKK 7);

Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi (IKK 8);
Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi (IKK 9);

Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi (IKK 10);
Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT (IKK 11);
Indeks Penyelenggaraan Perkantoran (IKK 12).

Secara rinci hasil capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan ketiga disajikan

pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Berdasarkan Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2024
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INDIKATOR
KINERJA
EKGIATAN (IKK)

TARGET

SATUAN

JUMLAH

TOTAL
KEGIATAN
TAHUNAN

REALISASI

VOLUME %

KINERJA

Tingkat Maturitas
SPIP Terintegrasi

Level

3

1

3 100

100%

Indeks Perencanaan
Badan Kebijakan
Transportasi

Indeks

85

100 117,65

117,65%

Indeks Pengelolaan
Keuangan Badan
Kebijakan
Transportasi

Indeks

90,2

63,32 93,60

70,20%

Nilai SAKIP Badan
Kebijakan
Transportasi

Nilai

81

79,14 97,70

99,70%

Indeks Pengelolaan
BMN Badan
Kebijakan
Transportasi

Indeks

77

100 200

129,87%

Kualitas
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Kemitraan Badan
Kebijakan
Transportasi

%

87

92,86 106,74

106,74%

Indeks
Penyelenggaraan
Perkantoran

Indeks

74

80,46 108,73

108,73%

Berdasarkan hasil capaian Kkinerja menunjukkan bahwa pencapaian Sasaran

Kegiatan 3 - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pusjak Keselamatan dan

Keamanan Transportasi, enam dari tujuh indikator kinerja kegiatan telah mencapai

target kinerja PK tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran

Kegiatan-3 sangat baik.
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Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK) SATUAN 2023 2024
PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK) TARGET REALISASI TARGET REALISASI
IKK 1 Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi
Kebijakan Pembangunan Transportasi % 80 NA 90 123,46
(tahun berjalan)
IKK 2 Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi
Rekomendasi BKT dalam 2)
Perumusan Kebijakan
Transportasi IKK 3 Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi o
Rumusan NSPK (tahun berjalan) % 80 NA 90 98,77
IKK 4 Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi o
Rumusan NSPK (t-2) % 30 NA 32 NA
SK 2 Optimalnya Koordinasi IKK 5 Tingkat Kemanfaatan Perumusan
Perumusan Kebijakan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan % 100 NA 100 100
Transportasi yang Efektif pada tahun berjalan
IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3 3 3 100
IKK 7 Indeks Perencanaan BKT Indeks 82 NA 85 117,65
IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Indeks 86,2 NA 90,2 93,60
BKT yang Akuntabel
IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN BKT Indeks 75 NA 77 200
IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama o
dan Kemitraan BKT % 85 NA 87 106,74
IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Indeks 72 NA 74 108,73
Perkantoran
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Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun
Sebelumnya

Pada tahun 2022 Badan Litbang Perhubungan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan
Transportasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur
susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022.

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi merupakan salah satu bagian
dari Badan Kebijakan Transportasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusat
Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai tindak lanjut dari Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kebijakan Trasportasi Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan
melalui KP-BKT Nomor 109 Tahun 2022 pada tanggal 30 November 2022.

Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja selama periode Renstra tahun 2020-
2024, yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022 dimana dalam periode ini tahun 2023
merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Pusjak Keselamatan dan Keamanan
Transportasi adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1) Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi (tahun berjalan) tidak dapat dibandingkan karena pada
tahun 2022 terdapat pemblokiran anggaran terkait perubahan lembaga organisasi.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2) Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi (t-2) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat
kenaikan target kinerja dari 36% menjadi 38%, realisasi kinerja juga mengalami
kenaikan dari 37,5 menjadi 44%.

c. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 3) Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan
NSPK (tahun berjalan) tidak dapat dibandingkan karena pada tahun 2022 terdapat
pemblokiran anggaran terkait perubahan lembaga organisasi.

d. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 4) Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan
NSPK (t-2) baik ditahun ini ataupun tahun sebelumnya belum dilaksanakan.

e. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 6) terkait Tingkat Maturitas SPIP menunjukkan
bahwa pada tahun 2022 dan 2023 target kinerja ditetapkan nilai sebesar level 3.
Tingkat realisasi kinerja menunjukkan bahwa baik tahun ini ataupun tahun
sebelumnya Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi mendapatkan nilai
SPIP pada level 3. Keberhasilan dari capaian maturitas SPIP terpadu, dimana pada
tahun 2022 masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan telah

mengikuti bimtek untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan SPIP. Selain
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itu dimasing- masing unit kerja telah terdapat tim penilaian mandiri yang didampingi
oleh APIP sebagai penjamin kualitas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

f. Indikator kinerja kegiatan IKK 5,IKK 7 - IKK 12 pada tahun 2022 belum dilaksanakan
karena terjadinya perubahan indikator kinerja terkait reformasi organisasi pada
akhir tahun 2022 sehingga indikator kinerja kegiatan tersebut tidak dapat
dibandingkan dengan tahun ini.

Perbandingan target dan capaian selama periode Renstra tahun 2020-2024 selengkapnya
dapat dilihat pada tabel 3.5.
3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pelaksanaan anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi dapat dikatakan
cukup efisien. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya daya serap pada akhir tahun anggaran 2024
sebesar 99,78%.
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (%) dari selisih
antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran
keluaran dengan penjumlahan (%) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian
keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

T, ((PAKi x CKi) — RAKIi)

E =
™ _(PAKi x CKi)

» 100%

Keterangan:
E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran
i RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran

i CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu kementerian
Keuangan (Aplikasi SMART) nilai SMART sebesar 85,68%, sedangkan tingkat efisiensi
Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi menunjukkan capaian sebesar 0%. Hal
ini menunjukkan bahwa Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi dapat mencapai
output kegiatan dengan baik dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0%. Gambaran nilai
kinerja anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi sampai akhir tahun

2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran
Baik

48.18

Milai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Gambar 3. 1. Nilai Anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Aplikasi SMART

REALIASI ANGGARAN

Anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2024 adalah sebesar

Rp21.612.562.000 (Dua puluh satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh dua

ribu rupiah). Realisasi Anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi telah

terealisasi sebesar Rp19.845.535.403 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh lima

juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah) atau terealisasi sebesar 99.78%.

Tabel 3. 6. Target, Realisasi, dan Capaian Anggaran Tahun 2024

TARGET REALISASI KINERJA

INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK) ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
IKK 1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi
Kebijakan Pembangunan Transportasi Rp5.957.104.231 Rp5.957.104.231 100%
(tahun berjalan)
IKK 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi
Kebijakan Pembangunan Transportasi (t- NA NA NA
2)
IKK 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi o
Rumusan NSPK (tahun berjalan) Rp1.673.327.000 Rp1.673.327.000 100%
IKK 4 Persentase Pemanfaatan
Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2) NA NA NA
IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan
Transportasi yang diselaraskan pada Rp8.753.656.937 Rp8.753.656.937 100%
tahun berjalan
IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Rp126.907.000 Rp126.907.000 100%
IKK 7 Indeks Perencanaan BKT Rp860.591.025 Rp860.591.025 100%
IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Rp327.869.611 Rp327.869.611 100%
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NorToRKNERA (R | TARSET | R e
IKK 9 Nilai SAKIP BKT Rp191.347.000 Rp191.347.000 100%
IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN BKT NA Rp225.330.777 0%

IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama NA NA NA
dan Kemitraan BKT
IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Rp1.729.400.936 Rp1.729.400.936 100%

Perkantoran
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BAB 1V
PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi

dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Anggaran Pusjak Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2024 adalah

sebesar Rp21.612.562.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus

enam puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp19.845.535.403 atau terealisasi

sebesar 99.78%.

2. Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi secara

keseluruhan ditunjukkan melalui nilai rata-rata capaian kinerja per kegiatan, dengan nilai

capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 105,94%. Selama tahun anggaran 2024

besarnya nilai capaian kinerja dapat tercapai dengan tingkat capaian perkegiatan, sebagai

berikut:

a.

Indikator kinerja kegiatan 1 (IKK 1), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi nilai capaian kinerja sebesar 111,11%j;

Indikator kinerja kegiatan 2 (IKK 2), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Transportasi (t-2) nilai capaian kinerja sebesar 128,21%;

Indikator kinerja kegiatan 3 (IKK 3), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Rumusan NSPK nilai capaian kinerja sebesar 88,89%;

Indikator kinerja kegiatan 4 (IKK 4), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Rumusan NSPK (t-2) nilai capaian Kinerja NA;

Indikator kinerja kegiatan 5 (IKK 5), Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan
Transportasi yang diselaraskan nilai capaian kinerja sebesar 100%j;

Indikator kinerja kegiatan 6 (IKK 6), Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi dengan
capaian level 3;

Indikator kinerja kegiatan 7 (IKK 7), Indeks Perencanaan Badan Kebijakan
Transportasi dengan capaian kinerja sebesar 117,65%;

Indikator kinerja kegiatan 8 (IKK 8), Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan
Transportasi dengan capaian kinerja sebesar 70,20%;

Indikator kinerja kegiatan 9 (IKK 9), Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi
dengan capaian nilai 97,70%;

Indikator kinerja kegiatan 10 (IKK 10), Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan

Transportasi dengan capaian kinerja sebesar 129,87%;
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k. Indikator kinerja kegiatan 11 (IKK 11), Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan
Kemitraan BKT dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,74%;

l. Indikator kinerja kegiatan 12 (IKK 12), Indeks Penyelenggaraan Perkantoran (IKK
12) dengan capaian kinerja 108,73%.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan pencapaian kinerja di

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebagai berikut:

1. Perlu penyiapan restrukturisasi target kinerja untuk menjadi Badan Kebijakan
Transportasi (BKT).

2. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten dalam menjalankan
organisasi Badan Kebijakan Transportasi.

3. Perlu penyiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung reorganisasi Badan
Kebijakan Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT).

4. Perlu dilakukan komunikasi dengan antar instansi agar hasil rekomendasi kebijakan di

Badan Kebijakan Transportasi dapat termanfaatkan dengan baik.
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